
 

 

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN 

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 

TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 

(Studi Empiris Pemda OPD Kabupaten Pekalongan) 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  Memperoleh Gelar Sarjana  

Akuntansi (S.Akun.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

oleh : 

Yulia Syefira 

NIM: 4317094 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 

2023 

 

 



i 

 

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN 

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 

TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 

(Studi Empiris Pemda OPD Kabupaten Pekalongan) 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  Memperoleh Gelar Sarjana  

Akutansi (S.Akun) 
 

 

 

 

 

 

 

 

oleh : 

Yulia Syefira 

NIM: 4317094 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 

2023 

 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


iii 
 

 

NOTA PEMBIMBING 

 

H. Gunawan Aji, M.Si. 

Jalan Ampera No 37, Pagongan Tegal 

 

 

Lamp  : 2 (Dua) eksemplar    

Hal  : Naskah Skripsi Sdri. Yulia Syefira 

 

Kepada 

Yth. Dekan FEBI UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan 

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah 

di  

PEKALONGAN 

 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini 

saya kirimkan naskah skripsi saudari : 

Nama   : Yulia Syefira 

NIM  : 4317094 

Prodi  : Akuntansi Syariah 

Judul Skripsi   : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan 

Daerah (Studi Empiris Pemda OPD Kabupaten Pekalongan) 

Dengan ini mohon agar skripsi saudari tersebut segera dimunaqosahkan. 

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana 

mestinya.  Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

 KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

Jl. Pahlawan Km. 5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan  

Website: www.febi.uingusdur.ac.id | Email: febi@uingusdur.ac.id 
 

 

PENGESAHAN 

 
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisinis Islam Universitas Islam Negeri KH. 

Aburrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudari: 

 

Telah diujikan pada hari Rabu, 15 Maret 2023 dan dinyatakan LULUS 

serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi 

(S.Akun.). 

 

Dewan Penguji 

Penguji I 

 

 

 

 

Ade Gunawan, M.M. 

     NIP. 19810425 201503 1 002 

Penguji II 

 

 

 

 

Ina Mutmainah, M.Ak 

        NIP. 19920331 201903 2 007 

 Pekalongan, 30 Maret 2023   

Disahkan oleh 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

 

 

 

Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. 

NIP. 19750220 199903 2 001 

Nama : Yulia Syefira 

NIM : 4317094 

Prodi : Akuntansi Syari’ah 

Judul : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan 

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi 

Empiris Pemda OPD Kabupaten Pekalongan) 

 

http://www.febi.uingusdur.ac.id/
mailto:febi@uingusdur.ac.id


v 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah 

hasil Putusan Besama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke 

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi 

itu adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

  Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilembangkan 

 Ba B be ب

 Ta T te ت
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 Sa ṡ es (dengan titik diatas) ث

 Jim J je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Zal ẑ zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḑ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ’ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف



vii 
 

 Qaf q qi ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 wawu w we و

 Ha h ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y Ye ي

 

2. Vokal  

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

 ả = أ  a = أ

 ῖ = ٳي ai = أي i = أ

 ữ = أو au = أو u = أ
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3. Ta Marbuthah 

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ 

 Contoh :  

 ditulis mar’atun jamῖlatun  مرأة جميلة  

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

 Contoh :  

 ditulis f ảtimah فاطمة  

 

4. Syaddad  (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dikembangkan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddad tersebut. 

Contoh :  

 ditulis rabbanả ربنا 

      ditulis al-birr البر      

5. Kata Sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

 Contoh :  

 ditulis asy-syamsu الشمس  

 ditulis ar-rajulu الرجل  

 ditulis as-sayyidah السيدة
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Kata sandang yang diikuti “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanda sempang. 

 Contoh :  

 ditulis al-qamar القمر  

 ’ditulis al-badi البديع  

 ditulis al-jalal الجلال  

    

6. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika 

hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata. Huruf hamzah itu 

ditransliterasikan dengan apostrof /’/. 

 Contoh : 

 ditulis umirtu أمرت  

 ditulis syai’un شيء  
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ِفِ ل ُِِِ بِ الِ ي ِغِ ضِ بِ  ِعِ لِ يِ  ِبِ كِ  ِيِ كِ نِ  ِلِ مِ   إِ نِ 
“Asalkan tidak ada kemarahan dariMu kepadaku, aku tidak 

peduli”.1 

                                                           
1Emha Ainun Nadjib, Pemimpin Yang “Tuhan”, (Yogyakarta : Bentang, 2018), hlm.103.  
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ABSTRAK 

 

Yulia Syefira. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan 

Daerah(Studi Empiris Pemda OPD Kabupaten Pekalongan).  

  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber 

daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada pemda OPD 

Kabupaten Pekalongan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

primer yang diperoleh melalui angket/kuesioner yang telah dibagikan secara 

langsung. Jumlah sample yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 72 

responden dari 24 OPD. Masing-masing OPD terdapat 3 responden yang terdiri 

dari Kepala Dinas, kepala sub bagian keuangan dan staf bagian keuangan. 

Kasubbag keuangan, dan Staf bagian keuangan. Analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan dibantu aplikasi SPSS 

Statistic 25.0.  

Hasil penelitian dengan menggunakan regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa: (1) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan daerah. (2) sistem akuntansi keuangan 

daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. (3) 

kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah secara 

simultan berpengaruh secara signifikan terjhadap kualitas laporan keuangan 

daerah.  

   

Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah,Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah  
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ABSTRACT 

Yulia Syefira. The Influence of Human Resource Competence and Application of 

the Regional Financial Accounting System on the Quality of Regional Financial 

Reporting (Empirical Study of the Regional Government of Pekalongan Regency 

Opd).  

  

 This study aims to examine the influence of human resource competence, the 

application of the regional financial accounting system to the regional government 

of OPD Pekalongan Regency. The data used in this study are primary data obtained 

through questionnaires that have been distributed directly. The number of samples 

used in this study were 72 respondents from 24 OPD. Each OPD had 3 respondents 

consisting of the Head of the Service, the head of the finance sub-section and the 

staff of the finance section. Head of subdivision of finance, and staff of the finance 

section. Data analysis in this study used multiple linear regression analysis with the 

help of the SPSS Statistics 25.0 application.  

The results of the study using multiple linear regression show that: (1) human 

resource competence has a positive effect on the quality of regional financial reports. 

(2) the regional financial accounting system has a positive effect on the quality of 

regional financial reports. (3) the competence of human resources and regional 

financial accounting systems simultaneously has a significant effect on the quality 

of regional financial reports.  

  

 Keywords: Competence of Human Resources, Regional Financial Accounting 

System, Quality of Regional Financial Reporting.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan 

menyediakan/memproduksi barang-barang publik. Tujuan organisasi sektor 

publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Dari sudut pandang ilmu 

ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya 

berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Ulum, 2015). Organisasi 

sektor publik yang sering diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha 

yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah bertanggung 

jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di 

berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, 

keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya. 

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai 

dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas 

organisasi- organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. 

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggun gjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media 

pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2017 

dalam Mardiasmo, 2018). 

Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus 

membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawabannya karena: 

pemerintah  menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan,
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Selain itu penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah 

dapatberdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) 

terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut 

(Partono, 2018). 

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam 

penyelenggaraan  pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan 

laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan 

pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan 

disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah 

kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah 

diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan 

keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu 

perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2019). Menurut Standar 

Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, 

tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. 

Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang 

mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena 



3 
 

 
 

secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, 

dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi. 

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam Concepts 

Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa 

akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang 

didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima 

penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola 

kepemerintahan yang baik (good government governance), yaitu pengelolaan 

keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang 

memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses 

informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan 

digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai 

dengan kebutuhan para pemakai. Huang et al. (1999) dalam Xu et al. (2003) 

menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut 

dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para 

pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, 

pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat 

di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa 

karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi 
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dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota 

menyampaikan  pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD 

berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan 

pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan 

oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 

tahun 2004 yang merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah 

daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke 

pertanggung jawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya 

mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). 

Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan 

bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan 

dan diungkapkan  secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang 

diberikan pemeriksa yait: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini 

Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan 

Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). 

Berbicara mengenai pelaporan keuangan dan nilai informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan pemerintah akan menimbulkan 

pertanyaan apakah pelaporan keuangan pemerintah selama ini sudah 

memenuhi kriteria kompetensi informasi  yang disyaratkan dalam peraturan 

perundang-undangan? Apakah laporan keuangan pokok yang terdiri dari 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas 
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Laporan Keuangan (UU No 17 Tahun 2003) telah relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami. 

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan 

sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang 

berhasil di-download dari internet, ternyata di dalam laporan keuangan 

pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga 

masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan 

pemerintah. Seperti tulisan yang berhasil dihimpun adalah sebagai berikut: 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merilis hasil pemeriksaan 

laporan keuangan pemerintah pusat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2020. Permasalahan itu 

terdiri dari 28 persen kelemahan sistem, 29 persen ketidakpatuhan, dan 43 

persen ketidakhematan, ketidakefisienan, hingga ketidakefektifan. Terhadap 

rekomendasi BPK tersebut, beberapa pejabat entitas telah menindaklanjuti 

antara lain dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas 

negara/daerah/perusahaan sebesar Rp 156,49 miliar atau 1,2 persen dari nilai 

permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial sebesar Rp12,64 

triliun. https://amp.kompas.com.2020 

Organisasasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pekalongan mendapatkan prestasi yang bagus, karena mendapatkan Opini 

wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) selama 7 tahun Sejak tahun 2015 – 2022 

(jateng..bpk.go.id/kabupaten-pekalongan-tujuh-kali-berturut-turut-raih-wtp/). 

Hal ini membuktikan bahwa sistem laporan akuntansi dan Sumber daya 

manusia untuk mempertahankan kualitas laporan keuangan daerah telah 

bekerjasama dengan baik. Untuk menigkatkan kualitas laporan keuangan agar 

https://amp.kompas.com.2020/
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semakin bagus dan menigkat di butuhkan peningkatan kualitas elemen elemen 

yang mempengaruhi hasil Laporan keuangan daerah, khususnya Sumber daya 

manusia sebagai subjek pembuatan laporan keuangan daerah serta sistem 

akutansi keuangan Daerah sebagai aturan khusus pembuatan laporan 

keuangan daerah. 

Pemilihan OPD Kabupaten Pekalongan sebagai objek penelitian 

karena provinsi Jawa tengah dinilai berhasil menyusun dan menyajikan 

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 dengan capaian 

tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Akan tetapi, 

ditahun yang sama pula di daerah Jawa tenggah, hanya Kabupaten Pekalongan 

yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan 

keuangannya. Predikat WTP ini bisa diartikan bahwa pemerintah sudah 

menjalankan pengelolaan keuangan dan aset secara benar sesuai aturan 

sebagai perwujudan dari komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan 

yang bersih dan transparan (good governance). Ini wujud nyata political will 

pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang akuntabel atau dapat 

dipertanggung jawabkan. (jateng..bpk.go.id/kabupaten-pekalongan-tujuh-kali-

berturut-turut-raih-wtp/). 

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat vital. 

Salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi 

suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk 

mewujudkan akuntabilitas keuangannya. 

Akuntabilitas dinilai sangat penting dalam mewujudkan good 

government. Hal itu dilakukan melalui laporan keuangan yang telah diaudit 

secara profesional. Di kebanyakan negara berkembang, perhatian utama 

terhadap good governance dalam hubungan dengan penggunaan otoritas dan 

manajemen sektor publik, adalah korupsi yang cenderung menjadi karakter 
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tipikal yang melekat. Bahkan di beberapa negara terbukti bahwa budaya 

korupsi telah begitu melekat di dalam birokrasi pemerintah yang justru 

ditandai oleh kelangkaan sumber daya. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia 

dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas 

Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pemda OPD Kabupaten 

Pekalongan) ” 

B. Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang masalah diatas penulis membuat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah  Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan daerah ? 

2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah ? 

3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif Terhadap positif 

Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah Kompetensi sumber daya manusia 

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah  

2. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah  
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3. Untuk mengetahui apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia dan 

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap 

positif kualitas laporan keuangam daerah  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini bisa digunakan 

sebagai media untuk evaluasi kinerja dan pertimbangan kebijakan 

pemerintah daerah agar menjadi lebih baik. 

b. Bagi Pengusaha 

Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai 

sarana pengambil keputusan serta kebijakan terhadap keadaan ekonomi 

daerah. 

c. Bagi Masyarakat Umum 

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai pengetahuan bagi 

masyarakat mengenai kinerja dari pemerintah daerah 

2. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini bisa memberi rujukan kepada OPD dalam memecahkan 

masalah organisasi serta dapat juga sebagai salah satu media untuk 

evaluasi terhadap kinerja laporan keuangan pemerintah daerah. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

kemampuan berpikir mahasiswa atas teori mata kuliah program studi 

akuntansi Syariah. 

c. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai referensi penelitian 

yang sejenis dimasa mendatang. 
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d. Hasil dari penelitian ini bisa memberi pengetahuan bagi masyarakat 

awam terkait keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. 

E. Sistematika Penulisan 

Hasil dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang memiliki tujuan 

agar memudahkan pemahaman serta pembahasan permasalahan yang diteliti 

sehingga pembahasan mampu terarah dengan baik serta benar. Sistematika 

pembahasannya yaitu sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN  

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan 

skripsi.  

BAB II   KERANGKA TEORI 

Landasan teori yang berisi tentang uraian mengenai 

landasan teori, Penelitian Relevan, kerangka berfikir, dan 

hipotesis penelitian.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi tentang jenis serta pendekatan 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, 

populasi, sampel, serta teknik pengambilan sampel, 

instrument, dan teknik pengumpulan data penelitian, teknik 

pengolahan serta analisis data.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab IV membahas tentang deskripsi data, analisis data, dan 

pembahasan.  
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BAB V  PENUTUP 

Bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran – 

saran yang berkaitan dengan pembahasan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Daerah (Y). Dari hasil Tabel Uji t 4.14 dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen Kompetensi Sumber Daya 

Manusia mempunyai t hitung sebesar 2,895 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,005. Karena t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 2,895 > 1,997 dan 

nilai signifikansinya 0,005 < 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak. 

Dengan demikian variabel independen Kompetensi Sumber Daya 

Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. 

2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Daerah (Y). Dari hasil Tabel Uji t 4.14 dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen Sistem Akuntansi keuangan 

Daerah mempunyai t hitung sebesar 4,261 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000. Karena t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 4,261 > 1,997 dan 

nilai signifikansinya 0,000 < 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak. 

Dengan demikian variabel independen Sistem Akuntansi keuangan 

Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
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3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) dan Sistem Akuntansi 

keuangan Daerah (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 

(Y).Dari hasil Tabel Uji F 4.15 dapat disimpulkan bahwa nila F hitung 

sebesar 4,261 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena F hitung 

lebih besar dari F tabel yaitu 26,263 > 3.13 dan nilai signifikansinya 0,000 

< 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian variabel 

independen Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) dan Sistem 

Akuntansi keuangan Daerah (X2) berpengaruh Secara signifikan terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disarankan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) dan Sistem Akuntansi 

keuangan Daerah (X2)  secara stimultan berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan keuangan Daerah sebesar 42,3 %, artinya masih ada variabel 

yang lain yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. 

2. Bagi OPD Kabupaten Pekalongan disarankan untuk memfasilitasi 

Karyawan dalam mengembangkan kemampuan mengatur Laporan 

keuangan daerah Sesuai dengan Sistem Akuntansi Daerah yang berlaku 

sehingga kompetensi Karyawan bisa lebih baik dalam membuat laporan 

keuangan daerah. 
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